
BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

1. Perundang-undangan saat ini belum mengakomodir perlindungan terhadap 

whistleblower secara maksimal. Saat ini hanya dijelaskan bentuk 

perlindungan hukum kepada saksi dan pelapor secara umum sebagai 

pelapor tindak pidana, tidak secara khusus menyebutkan  whistleblower 

sebagai seorang pelapor tindak pidana korupsi. UU Perlindungan Saksi 

dan Korban yang menyamakan pelapor dan whistleblower hanya secara 

singkat dijelaskan dalam bagian penjelasan. Sedangkan untuk SEMA 

4/2011hanya bersifat internal dan merupakan suatu himbauan menjadikan 

SEMA tersebut kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam 

pelaksanannya.  

2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang whistleblower 

selain apa yang telah disebutkan dalam UU PSK, bentuk-bentuk 

perlindungan yang meliputi dimensi lembaga perlindungan, pendekatan 

keadilan restoratif, syarat, jenis serta model-model perlindungan berupa 

partisipasi langsung/aktif, persuasif/partisipatif, dan perlindungan melalui 

teleconference dapat dilakukan kedepannya dengan menambahkan 

beberapa bentuk lain diantaranya penyatuan regulasi yang jelas, peran 

aktif media, serta penguatan kelembagaan yang terdiri atas peningkatan 

kerjasama kelembagaan dan pembentukan perwakilan di daerah.  
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5.2  Saran 

1. Diperlukan adanya revisi terhadap regulasi yang berkenaan dengan 

kedudukan dan pemaknaan seorang whistleblower sebagai seorang 

pelapor tindak pidana korupsi. Secara khusus, hal tersebut dapat 

dilakukan pada perubahan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan/atau UU perlindungan Saksi Dan Korban. 

2. Berbagai bentuk/model perlindungan tersebut harus dipahami oleh 

seluruh penegak hukum serta harus dilakukan pembekalan kepada setiap 

penegak hukum. selain itu, adanya perjanjian kerjasam berupa pembagian 

tugas dan wewenang yang jelas merupakan hal yang dapat dilakukan 

kedepannya. 
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